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UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A

NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG
PAJAK PENGHASI LAN

DENGAN RAKHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presi den Republik I ndonesi a,

bahwa Negara Republik Indonesia adal ah
negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang- Undang Dasar 1945 yang nmenjunjung
tinggi hak dan kewajiban warga negara,
karena itu perpajakan sebagai salah satu
perwij udan kewaji ban kenegaraan nerupakan
sarana peran serta dal am penbi ayaan negara
dan penbangunan nasi onal ;

bahwa sistem perpajakan yang nerupakan

. dasar pel aksanaan penmungutan pajak negara

yang selama ini berlaku, tidak sesuai | agi
dengan tingkat pertunbuhan ekonom dan
kehi dupan sosi al masyarakat |ndonesia, baik
dal am segi kegot ongroyongan nasi onal naupun
dal am nenunj ang penbi ayaan penbangunan;
bahwa si stem perpaj akan yang tertuang dal am
ket ent uan per at uran per undang- undangan
per paj akan yang selama ini berlaku belum
sepenuhnya dapat nenggerakkan peran serta
senua | api san subyek paj ak dal am
peni ngkat an peneri naan negara yang sangat
di perl ukan guna mewuj udkan kel angsungan dan
peni ngkat an penbangunan dal am rangka
menper kokoh ket ahanan nasi onal :

bahwa pajak nerupakan salah satu sunber
peneri maan negara yang harus berkenbang dan

meni ngkat , sesuai dengan per kenbangan
kemanmpuan riil rakyat dan |aju penbangunan
nasi onal ;

bahwa sistem dan peraturan perundang-
undangan perpaj akan yang nerupakan | andasan
pel aksanaan pemungutan pajak negara yang
selama ini berlaku perlu diperbaharui dan
di sesuai kan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

f. bahwa ..
bahwa ol eh karena itu sistem dan peraturan
per undang- undangan perpaj akan pada unumya,
paj ak perseroan, paj ak pendapat an, dan
paj ak atas bunga, dividen din royalti yang
berl aku dewasa ini pada Kkhususnya perlu
di perbaharui dan di sesuai kan sehingga | ebih
menber i kan kepasti an hukum seder hana,
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nmudah pel aksanaannya, serta l|ebih adil dan
mer at a;

bahwa untuk dapat nencapai maksud tersebut
di atas perlu disusun Undang-undang tentang
Paj ak Penghasi | an;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Ketetapan Mjelis Pernusyawaratan Rakyat
Republ i k | ndonesi a Nonor 1/ MPR/ 1983
tentang Garis-garis Besar Hal uan Negar a;
Undang- undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lenbaran Negara Tahun 1983 Nonmor 49
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3262);

Dengan perset uj uan

DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A,

Dengan nencabut

1.

VEMUTUSKAN :

Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-
undang Nonor 1 Tahun 1967 tentang Penananan
Modal Asing (Lenmbaran Negara Tahun 1967
Nonor 1, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
2818) sebagaimana telah diubah, dengan
Undang- undang Nonmor 11 Tahun 1970 tentang
Per ubahan dan Tanmbahan Undang-undang Nonor
1 Tahun 1967 tentang Penananan Mbdal Asing
(Lenbaran Negara Tahun 1970 Nonor 46,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 2943);

2. Pasal 9, ..
Pasal 9, Pasal 12 ke 4 dan ke 5, Pasal 13,
dan Pasal 14 Undang- undang Nonmor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman WMdal Dalam Negeri
(Lenbaran Negara Tahun 1968 Nonor 33,
Tanbahan Lenbar an Negar a Nonor 2853)
sebagai mana telah diubah dengan Undang-
undang Nonor 12 Tahun 1970 t ent ang
Perubahan dan Tanbahan Undang-undang Nonor
6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dal am
Negeri (Lenmbaran Negara Tahun 1970 Nonor
47, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 2944);

Menet apkan : UNDANG UNDANG TENTANG PAJAK PENGHASI LAN.
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BAB |
KETENTUAN UMJUM

Pasal 1

Paj ak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau
per seorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau di perol ehnya sel ama satu tahun paj ak.

(1)

(2)

(3)

BAB ||
SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Yang nenj adi Subyek Paj ak adal ah:

a.

1) orang pribadi atau perseorangan;

2) warisan yang belum terbagi sebagai suat u
kesat uan, nengganti kan yang ber hak;
badan yang terdiri dar i perseroan terbatas,

per seroan komanditer, badan usaha mlik negara dan
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
per sekut uan, perseroan atau perkunpulan | ainnya,
firma, kongsi, perkunpulan koperasi, yayasan atau
| embaga, dan bentuk usaha tetap.

Subyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak dal am negeri dan
Subyek Paj ak | uar negeri.

Yang di maksudkan dengan Subyek Pajak dalam negeri
adal ah:

a. orang ...
orang Yyang berada di Indonesia |lebih dari 183
(seratus del apan pul uh tiga) hari dalamjangka waktu
dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun
paj ak berada di Indonesia dan nenpunyai niat untuk
bertenpat tinggal di |ndonesi a;

badan yang didirikan atau bertenpat kedudukan di

| ndonesi a;

bentuk usaha tetap vyaitu bentuk usaha, yang
di pergunakan untuk nenj al ankan kegi atan usaha secara

teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan
yang tidak didirikan atau tidak bertenpat kedudukan
di I ndonesia, yang dapat berupa tenpat kedudukan

manaj enen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen

gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi

pertanbangan dan penggalian sunber alam perikanan,
tenaga ahli, penberian jasa dal am bentuk apapun ol eh
pegawai atau ol eh orang lain, orang atau badan yang
kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama
badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau
tidak ber t enpat kedudukan di I ndonesi a dan
perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak
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bertenpat kedudukan di | ndonesia yang nenerima prem
asuransi atau nenanggung risi ko di |ndonesi a.

Yang di maksudkan dengan Subyek Pajak |uar negeri adal ah
Subyek Pajak yang tidak bertenpat tinggal, tidak
didiri kan, atau tidak berkedudukan di |ndonesia, yang
dapat menerima atau nenperoleh penghasilan dari
| ndonesi a.

Seseorang atau suatu badan berada, bertenpat tinggal
atau berkedudukan di | ndonesia ditentukan nenurut
keadaan sebenarnya.

Direktur Jenderal Pajak berwenang nenetapkan seseorang
atau suatu badan Dberada, bertenpat tinggal at au
bert enpat kedudukan.

Pasal 3

Ti dak termasuk Subyek Paj ak sebagai nana di maksud dal am Pasa
2 adal ah :

(1)

a. pej abat -
pej abat - pej abat perwakilan diplomatik, konsulat dan
pej abat- pejabat lain dari negara asing, dan orang-
orang yang diperbantukan kepada nereka yang bekerja
pada dan bertenpat tinggal bersana-sama nereka, dengan
syarat bukan warga negara |ndonesia, dan di |ndonesia
tidak nel akukan pekerjaan l|ain atau kegiatan usaha,
serta negara yang bersangkutan nenberikan perlakuan
timbal balik;
pej abat - pej abat perwaki |l an organi sasi i nt er nasi onal
yang di tentukan ol eh Menteri Keuangan;

Per usahaan Jawat an ber dasar kan Keput usan Ment er i
Keuangan

BAB |||
OBYEK PAJAK
Pasal 4

Yang nenjadi (Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu
setiap tanbahan kemanpuan ekonomi s yang diterima atau
di perol eh Waji b Pajak, baik yang berasal dari I|ndonesia
maupun dari luar |Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsunsi atau untuk nenanbah kekayaan Wajib Pajak yang
ber sangkut an, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk di dal amya:
a. gaji, upah, komsi, bonus, atau gratifikasi, uang
pensiun atau inbalan |ainnya untuk pekerjaan yang
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di | akukan;

honorari um hadi ah undi an dan penghar gaan;

| aba bruto usaha;

keunt ungan karena penjual an atau karena pengali han
harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh
perseroan, persekutuan, dan badan |ainnya karena
pengal i han harta kepada penmegang saham sekutu,
anggota, serta karena |ikui dasi;

peneri maan kenbali penbayaran pajak yang telah
di per hi tungkan sebagai bi aya,;
bunga;

di vi den, dengan nanma dan dal am bent uk apapun, yang,
di bayar kan ol eh perseroan, penbayaran dividen dari
per usahaan asuransi kepada penegang polis, penbagi an

Sisa Hasil Usaha koperasi kepada pengurus dan
pengenbal ian Sisa Hasil Usaha koper asi kepada
anggot a;

h. royal ti
royal ti

sewa dari harta;
peneri maan at au perol ehan penbayaran berkal a;

Pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan
t abungan- tabungan lainnya diatur Ilebih lanjut dalam
Per at uran Peneri nt ah.

Ti dak ternmasuk sebagai Cbyek Paj ak adal ah

a.

harta hibahan atau bantuan yang, tidak ada

hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak

yang ber sangkut an;

war i san;

penbayar an dar i per usahaan asur ansi kar ena

kecel akaan, sakit atau karena neninggal nya orang

yang tertanggung, dan penbayaran asuransi bea siswa;
pengganti an berkenaan dengan pekerjaan atau jasa,
yang di ni kmat i dal am  bent uk nat ur a, dengan
ket ent uan, bahwa yang nenberi kan pengganti an adal ah

Penerintah atau Wajib Pajak nenurut undang-undang

ini dan Wjib Pajak yang nenberikan penggantian

tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf d, tidak boleh nengurangkan penggantian itu

sebagai bi aya;

keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi,

harta anggota firm, perseroan komanditer atau

kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam
negeri sebagai pengganti sahammya, dengan syarat :

1) pihak yang nengalihkan atau pihak-pihak yang
mengal i hkan secara bersama-sama nem |liki paling
sedi kit 90% (senbilan puluh persen) dari jum ah
nodal yang di setor;

2) pengalihan t er sebut di beri t ahukan kepada
Di rektur Jenderal Paj ak;

3) pengenaan pajak dikenudian hari atas keuntungan



